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ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT OLEH KARYAWAN PT THIP SEBAGAI BENTUK
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM LINGKUNGAN
PERUSAHAAN
(Studi Putusan Nomor. 15/Pid.B/2025/PN Tbh)

CHARIN SENNA
Pemalsuan surat merupakan salah satu tindak pidana yang dapat menimbulkan
kerugian bagi perusahaan, terutama apabila dilakukan oleh karyawan yang
memiliki akses terhadap dokumen perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis secara yuridis tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh
karyawan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dalam lingkungan
perusahaan, Dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Tbh, terdakwa terbukti
melakukan pemalsuan laporan produksi perusahaan dengan memanfaatkan jabatan
dan kewenangan yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bentuk pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa serta akibat hukum dari
perbuatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan
kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur
tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP,
karena terdakwa dengan sengaja membuat atau memalsukan laporan perusahaan
untuk digunakan seolah-olah benar dan asli. Selain itu, terdakwa juga terbukti
menyalahgunakan jabatan yang dipercayakan perusahaan kepadanya sehingga
menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, majelis hakim
menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum

atas tindak pidana yang dilakukannya.

Kata Kunci: Pemalsuan Surat, Penyalahgunaan Wewenang, Pertanggungjawaban

Pidana, Perusahaan



ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF DOCUMENT FPRGERY COMMITED BY
EMPLOYEES AS A FORM OF ABUSE OF AUTHORITY WITHIN A
CORPORATE ENVIRONMENT
(Case Study of Court Decision Number 15/Pid.B/2025/PN Tbh)
CHARIN SENNA

Letter forgery is a criminal offense that can cause losses to the company,
especially if it is committed by employees who have access to company
documents. This study aims to analyze the legal act of letter forgery committed by
employees as a form of official notification within the company environment. In
Decision Number 15/Pid.B/2025/PN Tbh, the defense attorney was proven to have
falsified the company's production report by exploiting his position and authority.
This study aims to determine the form of letter forgery committed by fraud and the
legal consequences of his actions. The research method used is normative legal
research with a statutory regulatory approach and a case approach. The results
of the study indicate that the defendant's actions fulfill the elements of the crime of
letter forgery as regulated in Article 263 of the Criminal Code, because the
defendant intentionally made or falsified company reports to be used as if they
were true and authentic. In addition, the fraudster was also proven to have
misused the position entrusted to him by the company, thereby causing losses to
the company. Therefore, the panel of judges sentenced the criminal as a form of

legal responsibility for the crime he committed.

Keywords: Document Forgery, Abuse of Authority, Criminal Liability, Company
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BAB 1

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan
mengatur perbuatan manusia dengan menetapkan mana yang dilarang dan
memberikan sanksi bagi pelanggarnya sebagai sarana perlindungan
kepentingan hukum masyarakat. Pada dasarnya, hukum pidana berfungsi
menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak individu, serta menegakkan
keadilan melalui mekanisme pemberian pidana kepada pelaku kejahatan.!

Dalam konteks kejahatan terhadap administrasi atau dokumen,
pemalsuan surat menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang mengancam
kepercayaan publik terhadap kebenaran informasi dan keaslian data. Pemalsuan
surat merupakan tindak pidana yang menyerang keabsahan serta keotentikan
suatu dokumen, yang pada dasarnya berfungsi sebagai alat bukti dan instrumen
legitimasi dalam praktik hukum maupun administrasi negara.’

Secara normatif, pemalsuan surat telah lama diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 sampai Pasal 266 yang
memuat ketentuan tentang unsur, bentuk, dan ancaman pidana atas perbuatan

pemalsuan. Ketentuan tersebut membedakan berbagai tipe pemalsuan mulai

' Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cetakan ke-3, (Yogyakarta: Cahaya
Atma Pustaka, 2016), him. 7-9.

2 Ririn Wulan Sari Batubara, Joelman Subaidi, dan Mukasalmina, “Analisis Yuridis Tindak
Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Dalam Pencairan Dana
Puskesmas Blang Cut Kota Lhokseumawe (Studi Putusan Nomor 229/Pid.B/2018/PN.Lsm),” JIM-
FH Jurnal llmiah Mahasiswa 8, no. 3 (2025), hlm 3.



dari pembuatan surat palsu, pemalsuan akta otentik, hingga penggunaan surat
palsu yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda.

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks mendorong
perusahaan untuk menerapkan sistem administrasi yang lebih ketat dan
profesional. Namun, peningkatan kompleksitas tersebut juga membuka ruang
bagi terjadinya penyimpangan, terutama terkait pemanfaatan dokumen
administrasi. Karyawan yang memiliki akses terhadap dokumen atau sistem
tertentu dapat melakukan manipulasi dengan memalsukan data, tanda tangan,
atau keterangan dalam surat guna mendapatkan keuntungan pribadi. Tindakan
ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang, terutama ketika
karyawan menggunakan posisi atau kepercayaan yang diberikan untuk
melakukan tindakan yang melanggar hukum. Fenomena ini menjadi penting
untuk diteliti mengingat dampaknya tidak hanya terhadap kerugian finansial,
tetapi juga reputasi perusahaan.’

Penyalahgunaan wewenang oleh karyawan sering kali terjadi karena
lemahnya pengawasan internal serta kurangnya sistem akuntabilitas dalam
perusahaan. Karyawan yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dokumen
tertentu dapat memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Hal ini
menunjukkan bahwa pemalsuan surat bukan sekadar tindakan kriminal biasa,
tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam

pengelolaan organisasi. Penyalahgunaan wewenang tersebut mencerminkan

3 M. H. Fahlevi, Kejahatan Korporasi dan Penyimpangan Administrasi Perusahaan
(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), hlm 46.



kurang optimalnya sistem internal control perusahaan. Oleh karena itu,
penelitian ini juga berhubungan erat dengan konsep governance dan corporate
ethics.*

Pemalsuan surat yang dilakukan oleh karyawan merupakan bentuk
pelanggaran yang mengganggu integritas organisasi, karena dokumen
merupakan instrumen legal dalam menjalankan operasional perusahaan.
Dokumen yang tidak autentik dapat menyebabkan kesalahan pengambilan
keputusan, kerugian finansial, hingga munculnya sengketa hukum antara
perusahaan dan pihak luar. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan
bahwa setiap dokumen yang digunakan benar-benar valid dan dapat
dipertanggungjawabkan. Ketika terjadi pemalsuan, perusahaan tidak hanya
menjadi korban kejahatan, tetapi juga dapat menghadapi konsekuensi hukum
apabila dianggap lalai. Situasi inilah yang menjadikan analisis yuridis terhadap
tindak pidana pemalsuan surat di lingkungan perusahaan menjadi relevan.’

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pemalsuan surat adalah
adanya celah dalam mekanisme verifikasi dokumen. Ketika perusahaan tidak
memiliki sistem verifikasi yang baik, maka karyawan dapat dengan mudah
memalsukan data atau tanda tangan. Celah ini semakin diperparah dengan
tingginya beban kerja dan lemahnya koordinasi antarbagian. Kondisi demikian

memberikan peluang bagi karyawan untuk menyisipkan dokumen palsu tanpa

4 Ibid hlm. 47-48
5 Ray Cita, Arifai, dan Kamaruddin, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat,” Jurnal Publicuho
7,n0. 1 (2024), him 414.



terdeteksi. Inilah mengapa perusahaan perlu menerapkan sistem administrasi
yang ketat dan berbasis teknologi.®

Di sisi lain, pemalsuan surat dalam perusahaan sering kali terjadi karena
adanya tekanan pekerjaan atau tuntutan pencapaian target yang tinggi. Beberapa
karyawan mungkin merasa terdorong untuk memalsukan dokumen agar terlihat
memenuhi standar kerja yang ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan adanya
masalah struktural dalam manajemen perusahaan. Oleh karena itu, pemalsuan
surat tidak boleh hanya dilihat sebagai kesalahan individu, tetapi juga sebagai
kegagalan sistem pengawasan dan pembinaan perusahaan. Pendekatan
komprehensif diperlukan untuk memahami fenomena ini secara menyeluruh

Perkembangan teknologi informasi turut mempengaruhi modus
operandi pemalsuan surat. Karyawan dapat memanfaatkan teknologi seperti
scanner, software editing, dan printer berkualitas tinggi untuk membuat surat
palsu yang sulit dibedakan dari dokumen asli. Hal ini membuat proses
pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan surat menjadi semakin kompleks.
Aparat penegak hukum harus memahami aspek teknis pemalsuan digital agar
dapat melakukan identifikasi secara tepat. Oleh karena itu, penelitian ini juga
menyinggung aspek teknologi sebagai faktor pendukung terjadinya pemalsuan.’

Dalam konteks hukum pidana, delik pemalsuan surat merupakan delik
formil yang tidak mensyaratkan adanya kerugian konkret untuk menentukan

telah terjadinya tindak pidana. Cukup dengan terpenuhinya unsur membuat,

6 Khaila Humaira R, M Zaki Rizaldi, dan Asmak Ul Hosnah, “Analisis Yuridis Terhadap
Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen,” Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic Adn
Legal Theory 2, no. 1 (2024), hlm 343-344.

7 Ibid.hlm.348



memalsukan, atau menggunakan surat palsu dengan maksud tertentu, maka
pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan
bahwa hukum memberikan perlindungan ketat terhadap keaslian dokumen.
Bagi perusahaan, ketentuan ini memberikan jaminan bahwa pemalsuan surat
dapat langsung diproses tanpa perlu pembuktian kerugian. Dengan demikian,
hukum pidana berfungsi preventif sekaligus represif dalam menjaga integritas
administrasi perusahaan.

Penerapan sanksi pidana terhadap karyawan pelaku pemalsuan surat
juga harus mempertimbangkan asas-asas penting dalam hukum pidana, seperti
asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas. Hakim harus
memastikan bahwa tindakan yang dilakukan benar-benar memenuhi unsur
pidana sebelum menjatuhkan sanksi. Selain itu, pertimbangan mengenai motif
pelaku, dampak tindakan, dan posisi karyawan dalam struktur perusahaan juga
relevan dalam menentukan beratnya hukuman. Dengan demikian, analisis
terhadap pertanggungjawaban pidana menjadi aspek sentral dalam penelitian
ini.

Perusahaan sebagai korban juga memiliki kedudukan penting dalam
proses penegakan hukum. Sebagai pihak yang dirugikan, perusahaan berhak
melaporkan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh karyawan.
Dalam banyak kasus, perusahaan menghadapi dilema antara mempertahankan
reputasi perusahaan atau memproses hukum kasus tersebut. Oleh karena itu,
keputusan untuk melaporkan kasus pemalsuan sering kali melibatkan

pertimbangan strategis.



Seperti perkara pada Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Tbh Kasus ini
menjerat terdakwa Yulius Tri Wiharmoko, Mill Manager di PKS Nyato
PT.THIP, atas tindak pidana pemalsuan surat laporan produksi CPO (Crude
Palm QOil) pabrik dari November 2023 hingga Juli 2024. Terdakwa diduga
memerintahkan staf bawahannya (Asisten Proses Galeh Candra Budiman dan
Krani Produksi Andre Armada) membuat dan mengirimkan laporan produksi
harian yang dimanipulasi agar hasil OER (Oil Extraction Rate) terlihat sesuai
target perusahaan. Hal ini mengakibatkan kerugian materiil sekitar Rp366 juta
dan kerugian immateriil pada operasional perusahaan.

Dalam wuraian fakta, dijelaskan bahwa terdakwa secara sengaja
melakukan perubahan tertentu pada dokumen yang pada awalnya berstatus sah
dan asli dengan maksud agar dokumen tersebut menimbulkan akibat hukum
tertentu. Dokumen yang telah diubah ini kemudian berpotensi digunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga pemalsuan tersebut dapat
menimbulkan kerugian ataupun kesalahan administrasi yang merugikan
instansi. Tindakan ini memenuhi kategori pemalsuan surat karena adanya
manipulasi isi yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sah.

Perbuatan terdakwa tersebut kemudian menjadi dasar penuntutan oleh
Jaksa Penuntut Umum, yang dalam surat dakwaannya mendalilkan bahwa
tindakan itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan sebagaimana
diatur dalam pasal-pasal pemalsuan surat dalam KUHP. Selanjutnya, majelis
hakim diminta untuk menilai apakah unsur-unsur tersebut terbukti berdasarkan

alat bukti yang dihadirkan di persidangan.



Terdakwa:

Yulius Tri Wiharmoko
Jabatan: Mill Manager

Waktu Kejadian:

November 2023 - Juli 2024

Bantuan dan Peran Staf:

1.

Asisten Proses:
Galeh Candra
Budiman

Krani Produksi:
Andre Armada

Kasus Pemalsuan Laporan
Produksi CPO PT.THIP

Pasal yang
Didakwakan: Pasal 263
KUHP tentang
pemalsuan surat

Lokasi:

PT. THIP (Tabung Haji
Indo Plantation)

Kerugian materi Rp366
juta, klaim pembeli
batal, kerugian
immateriil operasional

Terdakwa bernama Yulius Tri Wiharmoko merupakan Mill Manager di

PKS Nyato PT.THIP. dalam perusahaan, terdakwa memiliki peran sebagai

berikut:

1. Bertanggung jawab mengawasi seluruh proses pengolahan kelapa sawit di

pabrik.

2. Mengawasi penggunaan biaya proses operasional di PKS Nyato PT.THIP.

3. Memiliki target budget produksi CPO yang harus dicapai sesuai arahan

manajemen.

Pada periode November 2023 sampai Juli 2024, terdakwa memerintahkan staf

bawahannya melakukan manipulasi laporan produksi harian (LHPP), antara

lain:

1. Memerintahkan rekayasa angka OER dalam laporan produksi untuk

menutupi hasil nyata yang tidak sesuai target.




2. Menyetujui dan menandatangani laporan yang telah dimanipulasi sebelum

diserahkan ke kantor regional.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pemalsuan dokumen

sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Akibat tindakannya tersebut,

PT.THIP mengalami kerugian baik materiill maupun immateriil. Posisi

terdakwa sebagai pemegang otoritas tertinggi di lini produksi membuatnya

bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran laporan produksi pabrik.

Dalam tindak pidana pemalsuan dokumen laporan produksi di PT.THIP,

peran staf Asisten Proses (Galeh Candra Budiman) dan Krani Produksi (Andre

Armada) adalah sebagai berikut:

1.

Asisten Proses Galeh Candra Budiman berperan sebagai perantara perintah
dari terdakwa Mill Manager. Ia berkoordinasi dengan Krani Produksi dan
menginstruksikan atau menyampaikan perintah terdakwa kepada Krani
Produksi untuk merekayasa atau memanipulasi data hasil produksi CPO,
khususnya angka OER (QOil Extraction Rate) dalam Laporan Harian
Produksi Pabrik (LHPP).

Krani Produksi Andre Armada melakukan manipulasi teknis laporan
produksi berdasarkan instruksi tersebut. la membuat dan menyampaikan
laporan harian LHPP yang tidak sesuai dengan hasil produksi aktual. Ini
termasuk mengatur angka OER agar sesuai dengan target yang diinginkan
oleh terdakwa dan perusahaan, walaupun angka tersebut tidak

mencerminkan kondisi nyata.



Andre Armada juga melaporkan hasil sounding aktual kepada Asisten
Proses dan terdakwa, kemudian setelah disetujui oleh terdakwa, ia
mengubah data produksi sesuai perintah sebelum laporan dikirim ke kantor
Regional Office PT.THIP.

Keduanya terlibat aktif dalam proses pembuatan dokumen palsu yang
digunakan untuk menutupi hasil produksi yang sebenarnya, sehingga laporan
tersebut terlihat sesuai target meskipun data asli berbeda. Dengan demikian,
Asisten Proses dan Krani Produksi bertindak sebagai pelaksana rekayasa data
atas perintah Mill Manager, berperan memanipulasi dan menyampaikan
laporan produksi palsu pada sistem pelaporan PT.THIP dalam upaya
menutupi realitas produksi yang tidak sesuai target, yang menjadi bagian dari
tindak pidana pemalsuan dokumen tersebut.

Dengan adanya permasalahan sebagaimana di atas, untuk memperoleh
pemahaman yang komprehensif mengenai aspek yuridis, bentuk
penyalahgunaan wewenang, serta pertanggungjawaban pidana terkait tindak
pidana pemalsuan surat oleh karyawan, maka diperlukan suatu penelitian yang
mendalam dan sistematis. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis
tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dalam bentuk Skripsi
dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat oleh
Karyawan sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang dalam Lingkungan

Perusahaan.”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
diperlukan perumusan masalah yang dapat memberikan arah dan batasan yang
jelas dalam pelaksanaan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini
merumuskan pertanyaan-pertanyaan pokok yang menjadi dasar kajian terhadap
isu hukum yang diteliti.
1. Bagaimana bentuk tindak pidana pemalsuan surat oleh karyawan Studi

Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Tbh?

2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Tbh

terhadap para pihak yang terlibat?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup skripsi ini membahas secara yuridis tindak pidana
pemalsuan surat oleh karyawan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang
dalam lingkungan perusahaan. Kajian difokuskan pada ketentuan Pasal
263-266 KUHP, unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta
kedudukan perusahaan sebagai korban. Analisis dilakukan melalui studi kasus
Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Tbh untuk melihat penerapan hukum

terhadap pemalsuan surat dalam praktik.
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. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a.

a.

. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis secara yuridis pertanggungjawaban pidana
karyawan pelaku pemalsuan surat dalam perspektif hukum pidana dan
ketenagakerjaan.

Untuk menganalisis akibat hukum dari Putusan Nomor
15/Pid.B/2025/PN Tbh terhadap para pihak yang terlibat, baik terhadap
terdakwa maupun perusahaan sebagai korban tindak pidana pemalsuan

surat.

. Manfaat Penelitian

Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada
pengembangan ilmu hukum pidana terkait pemalsuan surat oleh
karyawan dan penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan, serta
memperkuat pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana dan
konsep tata kelola perusahaan. Penelitian ini juga dapat menjadi
referensi bagi kajian akademik selanjutnya mengenai kejahatan
dokumen di lingkungan kerja.

Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan dalam
memperkuat pengawasan internal dan verifikasi dokumen untuk
mencegah pemalsuan surat oleh karyawan. Penelitian ini juga memberi

masukan bagi aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik



12

pemalsuan surat di lingkungan kerja, serta membantu meningkatkan

kepatuhan dan etika kerja di dalam perusahaan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memberikan

landasan pemahaman terhadap konsep-konsep utama yang digunakan dalam

menganalisis tindak pidana pemalsuan surat oleh karyawan sebagai bentuk

penyalahgunaan wewenang dalam lingkungan perusahaan.

1.

Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Konsep pertama adalah tindak pidana pemalsuan surat, yang merujuk pada
perbuatan membuat, memalsukan, atau menggunakan surat palsu
sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Pemalsuan surat dipahami
sebagai tindakan yang menyerang keaslian dan keotentikan dokumen,
sehingga dapat menimbulkan akibat hukum maupun kerugian bagi pihak
yang berkepentingan.

Penyalahgunaan Wewenang

Konsep kedua adalah penyalahgunaan wewenang, yakni tindakan seseorang
yang memiliki posisi atau kewenangan tertentu dalam perusahaan yang
kemudian menggunakan kewenangan tersebut untuk tujuan yang
bertentangan dengan aturan hukum atau kepentingan perusahaan. Dalam
konteks hubungan kerja, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika
karyawan memanfaatkan kepercayaan, akses administratif, atau otoritas
tertentu untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, termasuk

memalsukan dokumen.
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3. Pertanggungjawaban Pidana
Konsep ketiga adalah pertanggungjawaban pidana, yaitu mekanisme dalam
hukum pidana yang menentukan kapan seorang pelaku dapat dimintai
pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana
dikaitkan dengan terpenuhinya unsur perbuatan pidana dan adanya
kesalahan (mens rea) dari pelaku. Dalam penelitian ini, konsep ini
digunakan untuk menilai apakah karyawan yang melakukan pemalsuan
surat dapat dipidana serta bagaimana penerapan asas-asas hukum pidana
terhadap tindakannya.

4. Hubungan Kerja dan Wewenang Karyawan
Konsep keempat adalah hubungan kerja dan wewenang karyawan, yaitu
kedudukan karyawan dalam struktur perusahaan, hak dan kewajibannya,
serta batas-batas kewenangan yang diberikan oleh perusahaan. Pemahaman
mengenai hubungan kerja menjadi penting untuk menilai apakah tindakan
pemalsuan surat dilakukan dalam kapasitas jabatannya atau merupakan
tindakan pribadi yang melampaui kewenangannya.

5. Pengawasan Internal dan Tata Kelola Perusahaan
Konsep kelima adalah pengawasan internal dan tata kelola perusahaan
(corporate governance), yang meliputi sistem, kebijakan, dan mekanisme
yang diterapkan perusahaan untuk mengontrol aktivitas operasional,
termasuk pengelolaan dan verifikasi dokumen. Konsep ini penting untuk

menjelaskan upaya perusahaan dalam mencegah terjadinya pemalsuan surat
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serta menilai sejauh mana efektivitas pengawasan dalam mencegah
penyalahgunaan wewenang oleh karyawan.

Dengan menggabungkan konsep-konsep tersebut, penelitian ini
membangun kerangka analisis yang terintegrasi untuk memahami tindak pidana
pemalsuan surat dalam lingkungan perusahaan. Kerangka konseptual ini
memungkinkan peneliti menilai hubungan antara aspek normatif hukum pidana,
praktik hubungan kerja, serta mekanisme pengawasan perusahaan dalam

menganalisis kasus pemalsuan surat yang dilakukan oleh karyawan.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Bagian ini membahas sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan
dengan tindak pidana pemalsuan surat dan pertanggungjawaban pidana dalam
konteks perusahaan maupun individu. Review ini bertujuan untuk melihat pola
kajian, ruang lingkup analisis, serta pendekatan hukum yang digunakan oleh
peneliti sebelumnya. Melalui perbandingan persamaan dan perbedaannya,
dapat terlihat posisi dan kebaruan penelitian ini, terutama karena fokusnya pada
pemalsuan surat oleh karyawan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang

dalam perusahaan.
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Tabel 1. 1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

No | Nama Judul Instansi Persamaan | Perbedaan
1. | Ray Cita, | Tindak Universitas | Membahas Tidak  fokus
Arifai, Pidana Muhammadi | tindak pidana | pada
Kamarud | Pemalsuan yah Kendari | pemalsuan penyalahgunaa
din® Surat (2024) surat n  wewenang
karyawan atau
hubungan kerja
2. | Intania, | Pertanggungj | Universitas | Sama-sama Kasus umum
Aria awaban Andalas membahas pemalsuan
Zurnetti, | Pidana (2024) pertanggungj | (sidang
dan Siska | Terhadap awaban pengadilan),
Elvandar | Terdakwa pidana bukan konteks
i’ Tindak pemalsuan struktur
Pidana surat internal
Pemalsuan perusahaan  /
Surat (Studi karyawan
Putusan dalam
Pengadilan perusahaan
Negeri
Padang
Nomor:
196/Pid.B/20
20/PN.Pdg)
3. | Tigor Pertanggungj | Universitas | Sama-sama Fokus kepada
Maruhu | awaban Medan Area | meninjau faktor
m Pidana (2021) pemalsuan penyebab dan
Sitorus!'® | Korporasi dalam pertanggung
Terhadap konteks jawaban badan
Pemalsuan korporasi/per | hukumnya
Data Ekspor usahaan
(Studi Kasus

8 Cita, Arifai, dan Kamaruddin, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat,” Loc. Cit.

% Intania, Aria Zurnetti, dan Siska Elvandari, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 196
/Pid . B /2020 /PN . Pdg),” Unes Journal of Swara Justisia 8, no. 3 (2024): 624-33.

19 Tigor Mahurum Sitorus, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemalsuan
Data Ekspor (Studi Kasus Pemalsuan Data Ekspor Zinc Ash Oleh PT Marakesh Jaya Abadi Di
Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan)” (Tesis, Universitas Medan Area,
2021).
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Pemalsuan
Data Ekspor
Zinc Ash
oleh PT
Marakesh
Jaya Abadi di
Kantor
Pengawasan
dan
Pelayanan
Bea dan
Cukai
Belawan)

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat
disimpulkan bahwa kajian mengenai pemalsuan surat telah banyak dibahas,
baik dari aspek pertanggungjawaban pidana maupun analisis putusan
pengadilan. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya belum menyoroti
secara spesifik pemalsuan surat yang dilakukan oleh karyawan sebagai bentuk
penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini
memiliki posisi dan kontribusi tersendiri karena mengisi kekosongan kajian
pada aspek hubungan kerja, dinamika internal perusahaan, serta implikasi
pidananya. Oleh sebab itu, studi ini diharapkan dapat memperkaya literatur

hukum pidana terkait kejahatan dokumen dalam lingkungan perusahaan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini disusun untuk
memberikan pedoman ilmiah dalam menganalisis tindak pidana pemalsuan
surat oleh karyawan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang di lingkungan

perusahaan. Pendekatan metodologis ini meliputi jenis penelitian, sifat
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penelitian, pendekatan masalah, sumber data, teknik pengumpulan data, serta
teknik analisis data.
1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian
hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian
terhadap asas, kaidah, dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli. Penelitian
hukum normatif digunakan karena fokus kajian terletak pada analisis yuridis
terhadap tindak pidana pemalsuan surat oleh karyawan serta
pertanggungjawaban pidananya menurut hukum positif.!!

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang
bertujuan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian
menganalisis penerapannya secara sistematis, baik secara teoritis maupun
dalam praktik, termasuk melalui studi terhadap putusan pengadilan yang
relevan.'?

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan
dasar informasi yang kuat dalam menganalisis permasalahan hukum yang
diteliti. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif,
maka data yang dikumpulkan berasal dari bahan-bahan hukum yang

berkaitan langsung dengan ketentuan perundang-undangan, putusan

1 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2017), hlm 35-36.

12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, 18th ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 14-15.
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pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Dengan pengelompokan
bahan hukum yang sistematis, penelitian ini memperoleh landasan
konseptual dan yuridis yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah
secara tepat dan komprehensif.'3
a. Bahan Hukum Primer
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3) Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 15/Pid.B/2025/PN
Tbh sebagai objek studi kasus.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku-buku hukum pidana,
jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian sebelumnya, dan
pendapat para ahli yang relevan dengan isu pemalsuan surat,
penyalahgunaan wewenang, dan pertanggungjawaban pidana dalam
perusahaan.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber
penunjang lainnya yang membantu menjelaskan istilah atau konsep
hukum yang digunakan dalam penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif

dilakukan melalui penelusuran terhadap sumber-sumber hukum yang

13 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm 32.
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berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan
dengan metode studi kepustakaan (library research), yaitu menghimpun
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari berbagai literatur dan
dokumen hukum. Metode ini digunakan karena penelitian normatif
bergantung pada penelaahan dokumen hukum, doktrin, dan putusan
pengadilan sebagai dasar analisis.'*

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum pidana, jurnal
ilmiah terbaru, repository perguruan tinggi, serta sumber akademik lain
yang relevan dengan tindak pidana pemalsuan surat, penyalahgunaan
wewenang, dan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, peneliti juga
memanfaatkan sumber digital seperti portal jurnal, database hukum, dan
sumber online resmi untuk melengkapi literatur yang diperlukan. Dengan
teknik ini, penelitian memperoleh data hukum yang akurat, terverifikasi,
dan sesuai kebutuhan kajian.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
metode analisis kualitatif yang merupakan teknik pengolahan data yang
lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh
melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan, serta literatur dan doktrin para ahli, dianalisis secara sistematis

dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta menginterpretasikan

14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., him 14.
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norma hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.!> Metode ini
memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum
positif dengan penerapannya dalam kasus konkret, khususnya mengenai
tindak pidana pemalsuan surat oleh karyawan sebagai bentuk
penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan.

Dalam analisis ini, peneliti melakukan penafsiran terhadap
unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam
KUHP, memeriksa dasar-dasar pertanggungjawaban pidana menurut
doktrin hukum pidana, serta mengkaitkannya dengan fakta hukum dalam
putusan pengadilan yang dijadikan objek penelitian. Seluruh data hukum
kemudian disusun dalam argumentasi yang logis, komprehensif, dan
konsisten untuk menjawab rumusan masalah serta merumuskan kesimpulan

penelitian.

H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran
yang jelas mengenai alur pembahasan dalam penelitian. Adapun sistematika

penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

15 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia
Publishing, 2018), him 245.
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ruang lingkup penelitian, kerangka konseptual, tinjauan
studi terdahulu, serta metode penelitian yang digunakan.
Seluruh komponen ini disusun untuk memberikan landasan
awal mengenai pentingnya penelitian dan arah analisis yang

akan dilakukan.

: TINJAUAN UMUM

Bab ini memuat uraian teoritis mengenai konsep-konsep
utama yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:
pengertian dan unsur tindak pidana, tindak pidana
pemalsuan surat dalam KUHP, konsep penyalahgunaan
wewenang dalam hubungan kerja, pertanggungjawaban
pidana, serta tata kelola perusahaan dan mekanisme
pengawasan internal. Bab ini juga memuat landasan teori
yang digunakan sebagai dasar analisis dalam bab

selanjutnya.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis
dan pembahasan terhadap rumusan masalah, yang meliputi
analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana
karyawan pelaku pemalsuan surat dalam perspektif hukum
pidana dan ketenagakerjaan, serta pembahasan mengenai
upaya perusahaan dalam mencegah terjadinya pemalsuan

surat melalui mekanisme pengawasan internal dan
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kebijakan tata kelola perusahaan. Selain itu, bab ini juga
menyajikan analisis kasus konkret berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 15/Pid.B/2025/PN
Tbh sebagai objek studi kasus. Seluruh pembahasan dalam
bab ini disusun secara sistematis berdasarkan teori dan
ketentuan hukum yang telah diuraikan dalam bab

sebelumnya.

: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil
penelitian serta saran yang diajukan untuk pihak-pihak
terkait, baik bagi perusahaan, aparat penegak hukum,
maupun peneliti  selanjutnya. Kesimpulan disusun
berdasarkan jawaban atas rumusan masalah penelitian

yang telah dianalisis dalam bab sebelumnya.
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